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Abstract 

The development of crypto assets in Indonesia has raised taxation issues following their transition 

from commodities to digital financial assets. This study examines the legitimacy of crypto asset 

taxation, its consistency with the principle of tax legality and the hierarchy of legislation, and the 

need for regulatory harmonization. It employs normative legal research using statutory and 

conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, the Tax Regulation 

Harmonization Law, the Financial Sector Development and Strengthening Law, and Minister of 

Finance Regulation Number 50 of 2025. Secondary materials consist of relevant literature and 

previous studies, analyzed qualitatively through a prescriptive method. The findings indicate that 

crypto asset taxation still faces legal uncertainties because the classification of crypto assets as 

specific taxable objects has not been explicitly established in tax legislation. Reliance on 

implementing regulations raises questions concerning delegated authority and consistency with 

higher legal norms. The transfer of crypto asset supervisory powers has also not been fully 

accompanied by adjustments to taxation norms. This study concludes that harmonization between 

statutory provisions and implementing regulations is necessary to strengthen legal certainty, the 

legitimacy of taxation, and regulatory consistency. Clearer rules on taxable subjects, objects, and 

principles should accompany adaptable technical provisions. 

Keywords: Crypto Assets; Digital Taxation; Principle of Tax Legality; Hierarchy of Legislation; 

Regulatory Harmonization. 

 

Abstrak 

Perkembangan aset kripto di Indonesia menimbulkan persoalan hukum perpajakan 

seiring perubahan kedudukannya dari komoditas menjadi aset keuangan digital. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi pengaturan pajak aset kripto, 

kesesuaiannya dengan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta 

kebutuhan harmonisasi regulasi fiskal. Penelitian menggunakan metode hukum 

normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum 

primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Pengembangan 

dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 

2025. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terkait dianalisis secara 

kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan 

perpajakan aset kripto masih menyisakan persoalan yuridis karena klasifikasinya 

sebagai objek pajak tertentu belum ditegaskan secara eksplisit pada tingkat undang-

undang perpajakan. Ketergantungan pada peraturan pelaksana dapat menimbulkan 

perdebatan mengenai batas delegasi kewenangan dan kesesuaian materi muatan dengan 
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norma yang lebih tinggi. Perubahan kewenangan pengawasan aset kripto juga belum 

sepenuhnya diikuti penyesuaian norma perpajakan. Penelitian menyimpulkan bahwa 

harmonisasi pengaturan pada tingkat undang-undang dan peraturan pelaksana 

diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, legitimasi pemungutan pajak, serta 

konsistensi penerapan regulasi dalam ekosistem aset digital nasional. Penguatan tersebut 

perlu memperjelas subjek, objek, dan prinsip dasar pemajakan, sementara ketentuan 

teknis tetap responsif terhadap perkembangan transaksi digital lintas batas. 

Kata Kunci: Aset Kripto; Perpajakan Digital; Asas Legalitas Pajak; Hierarki Peraturan 

Perundang-undangan; Harmonisasi Regulasi. 

 

Pendahuluan 

Instrumen keuangan berbasis aset digital yang saat ini sedang tren adalah 

cryptocurrency atau aset kripto. Di Indonesia, perkembangan penggunaan dan volume 

transaksi aset kripto meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data 

Statistik Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang dikeluarkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang 

tahun 2025 menembus angka sebesar Rp 482,23 Triliun dan terus mencatatkan 

perputaran puluhan triliun rupiah per bulannya memasuki kuartal pertama tahun 2026 

(Otoritas Jasa Keuangan). Jumlah konsumen aset kripto juga melonjak tajam dari 13,71 

juta pada Maret 2025 menjadi 21.369.365 konsumen pada Maret 2026. Para investor kripto 

ini memainkan peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi dengan cara 

menyumbang pemasukan pajak negara, membuka aksesibilitas finansial yang lebih 

merata, mengekspansi skala ekonomi digital, serta memacu kemajuan teknologi 

(Grijalva-Salazar et al., 2025) 

Lonjakan jumlah investor dan nilai transaksi aset kripto secara langsung memicu 

urgensi akan regulasi dan perlindungan konsumen. Pemerintah melalui Bappebti telah 

melegalkan kripto sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan di bursa 

berjangka (Atmojo & Fuad, 2023). Akan tetapi, Bank Indonesia tetap melarang 

penggunaannya sebagai alat transaksi pembayaran demi menjaga stabilitas sistem 

moneter. Pemerintah juga mulai memindahkan mandat pengawasan dan pengaturan 

aset keuangan digital secara resmi dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

Bank Indonesia yang mengindikasikan bahwa adanya integrasi kripto ke dalam 

kerangka sistem keuangan formal (Solichin, 2025). 

Pengaturan terkait pajak suatu aset diatur dalam berbagai undang-undang 

perpajakan. Namun, aset kripto belum diatur secara eksplisit dalam instrumen hukum 

setingkat undang-undang perpajakan, Konstruksi hukum pajak terhadap aset kripto 

diatur melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, khususnya 

melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Syaharani, 2024). 

Kondisi ini memunculkan masalah hukum terkait  legitimasi dan validitas pengaturan 



Journal of Citizenship 
  Volume 5, Issue 2, Juni 2026 

E-ISSN 2829-6028 

569 

tersebut untuk dikaji melalui berbagai asas dan doktrin dalam peraturan perundang-

undangan. 

Dalam sistem hukum positif Indonesia yang mengacu pada civil law, aturan atau 

perundang-undangan ditempatkan sebagai sumber hukum yang utama (Nahrowi & 

Murtadlo, 2024). Prinsip ini juga dielaborasi dalam pengaturan pajak untuk memberikan 

sifat memaksa kepada masyarakat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk keperluan negara. Oleh karena itu, apabila 

pengaturan pajak aset kripto hanya disandarkan pada tingkat PMK tanpa adanya 

landasan pelimpahan wewenang yang eksplisit di dalam undang-undang dikhawatirkan 

terdapat potensi menyalahi asas serta hierarki peraturan perundang-undangan dalam 

pajak (Vidi Adhar et al., 2024). 

Penelitian terdahulu telah mulai mengungkap berbagai dimensi pengaturan pajak 

aset kripto di Indonesia Jakub (2026) mengungkap dalam studinya dengan mengkaji 

optimalisasi dan tantangan pemungutan pajak transaksi elektronik aset kripto (Jakub et 

al., 2025). Hasil temuan mengungkap bahwa penerapan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 50 Tahun 2025 masih dihadapkan pada hambatan, seperti anonimitas 

transaksi off-exchange, resistensi data dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik (PPMSE), rendahnya literasi perpajakan, serta persepsi investor terhadap 

tingginya tarif pajak (Ramadhan et al., 2025). Sejalan dengan hal tersebut, Budi Kartika 

et al., (2022) menganalisis implikasi hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap aset kripto yang menyimpulkan bahwa 

efektivitasnya masih terhambat oleh perubahan regulasi yang terlalu cepat, keterbatasan 

yurisdiksi negara terhadap transaksi lintas batas, serta persoalan keadilan pajak bagi 

investor akibat tingginya volatilitas harga kripto.  

Berdasarkan kedua kajian tersebut, penelitian terdahulu lebih berfokus pada 

tataran implementasi, optimalisasi penerimaan negara, serta dampak sosiologis dan 

perlindungan hukum bagi investor di lapangan setelah PMK tersebut diberlakukan. 

Penelitian ini memberikan tinjauan dari aspek fundamental hierarki peraturan 

perundang-undangan, yakni dengan mengevaluasi legitimasi, keabsahan, serta potensi 

cacat normatif dari pengaturan pajak aset kripto yang secara dogmatis hanya 

disandarkan pada instrumen setingkat Peraturan Menteri Keuangan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai pajak aset 

kripto di dalam struktur undang-undang perpajakan, serta menganalisis bagaimana 

kondisi tersebut memunculkan pengaturan teknis di bawah undang-undang yang 

berpotensi menyalahi asas legalitas pajak. Melalui tinjauan tersebut, diharapkan 

penelitian ini dapat membangun konstruksi hukum pajak yang ideal bagi ekosistem aset 

kripto sehingga menjamin kepastian hukum bagi para investor. 

            

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada 

pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perpajakan aset kripto dalam sistem 
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hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan secara sistematis 

terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas transaksi aset 

kripto, mulai dari ketentuan konstitusional hingga peraturan pelaksana di bidang 

perpajakan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis 

kesesuaian pengaturan perpajakan aset kripto dengan asas legalitas perpajakan, teori 

hierarki norma hukum, serta prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. 

Penelitian hukum normatif digunakan karena persoalan utama yang dikaji 

berkaitan dengan kesesuaian norma, legitimasi kewenangan pembentukan peraturan, 

dan hubungan antara ketentuan perpajakan dengan perkembangan pengaturan aset 

keuangan digital. Dalam konteks tersebut, hukum diposisikan sebagai suatu sistem 

norma yang memiliki hubungan hierarkis, sehingga keabsahan suatu pengaturan perlu 

dinilai berdasarkan sumber kewenangan, kesesuaian materi muatan, dan keterkaitannya 

dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Melalui pendekatan 

perundang-undangan, kajian diarahkan untuk mengidentifikasi hubungan antara norma 

konstitusional mengenai pemungutan pajak, ketentuan umum perpajakan, serta regulasi 

teknis yang mengatur transaksi aset kripto. Adapun pendekatan konseptual digunakan 

untuk membangun argumentasi hukum mengenai batas kewenangan pengaturan teknis, 

ruang lingkup delegasi peraturan perundang-undangan, serta prinsip kepastian hukum 

dalam pengenaan pajak terhadap instrumen ekonomi digital. Kedua pendekatan 

tersebut saling melengkapi dalam menelaah apakah pengaturan pajak aset kripto telah 

memiliki dasar normatif yang memadai dan konsisten dalam sistem hukum nasional. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, berbagai Peraturan Pemerintah yang berkaitan 

dengan perpajakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025. Adapun 

bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku-buku perpajakan, artikel 

ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas aset digital dan cryptocurrency taxation. 

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode 

preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif terkait 

problematika pengaturan pajak aset kripto dalam perspektif kepastian hukum dan tata 

urutan peraturan perundang-undangan. 

Untuk memperkuat cakupan analisis, penelaahan bahan hukum primer juga 

diarahkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan, ketentuan mengenai Pajak Penghasilan dan Pajak 

Pertambahan Nilai, serta peraturan yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan 
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pengaturan dan pengawasan aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi 

tersebut ditempatkan sebagai bagian dari konteks hukum yang menjelaskan perubahan 

kedudukan aset kripto dari komoditas perdagangan menuju aset keuangan digital. 

Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperjelas konstruksi 

konseptual mengenai karakteristik aset kripto, legalitas pemungutan pajak, 

pembentukan norma hukum, dan hubungan antara kewenangan regulator dengan 

kepastian hukum bagi wajib pajak. Penelaahan bahan hukum dilakukan dengan 

memperhatikan relevansi substansi, kedudukan peraturan, keberlakuan norma, dan 

keterkaitannya dengan persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi 

dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengklasifikasikan 

peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan 

pengaturan pajak aset kripto. Pengelompokan bahan hukum diarahkan pada beberapa 

aspek, yaitu dasar konstitusional pemungutan pajak, pengaturan subjek dan objek pajak, 

kewenangan pembentukan peraturan pelaksana, perubahan klasifikasi serta 

pengawasan aset kripto, dan hubungan antara peraturan perpajakan dengan regulasi 

sektor keuangan digital. Pengelompokan tersebut bertujuan membangun struktur 

analisis yang sistematis sehingga setiap ketentuan dapat ditelaah berdasarkan 

kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penafsiran terhadap 

bahan hukum juga memperhatikan konteks pembentukan norma serta hubungan 

antarketentuan untuk mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, 

atau persoalan dalam penerapan pengaturan perpajakan aset kripto. 

Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum secara sistematis dan 

konseptual dengan menempatkan asas legalitas perpajakan dan teori hierarki norma 

hukum sebagai dasar pengujian argumentatif. Penafsiran sistematis digunakan untuk 

memahami hubungan antara ketentuan perpajakan pada tingkat undang-undang 

dengan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pemungutan pajak aset kripto. 

Sementara itu, analisis konseptual diarahkan untuk menilai apakah materi pengaturan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 merupakan penjabaran teknis 

dari kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi atau berpotensi 

mengatur unsur substantif pemajakan di luar batas delegasi yang tersedia. Dalam proses 

tersebut, kedudukan peraturan menteri juga dianalisis berdasarkan prinsip 

pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai hubungan antara 

kewenangan pembentukan peraturan, pengakuan terhadap peraturan yang ditetapkan 

oleh lembaga negara, dan kesesuaian materi muatannya dengan ketentuan hukum yang 

lebih tinggi. 

Tahapan analisis selanjutnya dilakukan dengan menghubungkan hasil 

identifikasi norma dengan perkembangan kedudukan hukum aset kripto setelah 

berlakunya reformasi sektor keuangan. Analisis diarahkan untuk memahami apakah 

perubahan kelembagaan pengawasan aset kripto telah diikuti oleh penyesuaian 

konstruksi hukum perpajakan yang memadai. Dalam hal ini, penelitian membedakan 
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antara kewenangan pengaturan dan pengawasan perdagangan aset kripto dengan 

kewenangan negara dalam menetapkan serta memungut pajak. Pembedaan tersebut 

diperlukan agar pengalihan kewenangan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

tidak secara otomatis dipahami sebagai perubahan dasar hukum pemungutan pajak. 

Selain itu, penelitian menelaah implikasi ketidaksinkronan norma terhadap kepastian 

hukum, konsistensi penafsiran, dan kemungkinan timbulnya persoalan pengujian 

peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan lembaga peradilan yang 

berlaku. 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara preskriptif melalui penyusunan 

argumentasi hukum berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Proses ini diarahkan untuk merumuskan konstruksi pengaturan yang dapat 

memperkuat keselarasan antara undang-undang perpajakan, peraturan pelaksana, dan 

regulasi pengawasan aset keuangan digital. Rekomendasi normatif disusun dengan 

mempertimbangkan kebutuhan kepastian hukum, kejelasan pengaturan subjek dan 

objek pajak, pembatasan materi yang dapat didelegasikan kepada peraturan teknis, serta 

fleksibilitas regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi aset digital. Dengan 

pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan dasar argumentatif 

bagi harmonisasi regulasi perpajakan aset kripto yang sesuai dengan asas legalitas, 

hierarki peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan pembentukan sistem 

perpajakan digital yang berkelanjutan. 

  

Hasil dan Diskusi 

Konstruksi Normatif Pemajakan Aset Kripto dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset baru yang 

tidak dikenal dalam sistem ekonomi konvensional, salah satunya adalah aset kripto 

(crypto-asset). Kehadiran aset kripto tidak hanya menimbulkan perubahan pada pola 

investasi dan transaksi keuangan masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru 

bagi sistem hukum, khususnya dalam bidang regulasi dan perpajakan (Kochergin, 2022). 

Karakteristik aset kripto yang bersifat digital, terdesentralisasi, lintas batas negara, dan 

berbasis teknologi distributed ledger technology (DLT) menyebabkan instrumen ini sulit 

dikategorikan ke dalam rezim hukum tradisional yang selama ini digunakan untuk 

mengatur aset keuangan maupun komoditas (Von Hafe et al., 2025). Oleh karena itu, 

negara dituntut untuk membentuk kerangka regulasi yang mampu memberikan 

kepastian hukum sekaligus menjaga fleksibilitas dalam merespons perkembangan 

teknologi yang sangat cepat. 

Di Indonesia, pengaturan aset kripto mengalami transformasi yang cukup 

signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sebelum lahirnya undang-

undang tersebut, aset kripto berada dalam rezim perdagangan berjangka komoditi dan 

berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti).Von Hafe et al., (2025) Penempatan aset kripto sebagai komoditas didasarkan 
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pada pandangan bahwa aset tersebut dapat diperdagangkan layaknya komoditas 

lainnya di pasar berjangka. Namun demikian, perkembangan ekosistem aset digital 

menunjukkan bahwa fungsi aset kripto tidak lagi terbatas sebagai instrumen 

perdagangan, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari sistem keuangan digital 

yang memiliki berbagai fungsi ekonomi, seperti instrumen investasi, sarana transfer 

nilai, hingga pendukung ekosistem keuangan terdesentralisasi (decentralized finance) 

(Bongini et al., 2025). 

Melalui Undang-Undang P2SK, pemerintah melakukan perubahan paradigma 

regulasi dengan mengalihkan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dari 

Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan tersebut kemudian 

dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 yang mengatur 

mekanisme transisi kewenangan pengawasan aset keuangan digital. Selanjutnya, 

ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Perubahan 

kelembagaan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan negara dari 

pendekatan berbasis komoditas menuju pendekatan berbasis sektor jasa keuangan. 

Dengan kata lain, negara mulai memandang aset kripto sebagai bagian dari ekosistem 

keuangan digital yang memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas sistem keuangan, 

perlindungan konsumen, dan integritas pasar (Abdurohim & Irfan, 2025). 

Perubahan pendekatan tersebut memiliki implikasi yang sangat penting terhadap 

konstruksi hukum aset kripto di Indonesia. Dalam perspektif hukum ekonomi, 

klasifikasi suatu objek hukum akan menentukan rezim hukum yang berlaku terhadap 

objek tersebut (Aji & Utama, 2025). Apabila aset kripto diposisikan sebagai komoditas, 

maka instrumen hukum yang digunakan akan berorientasi pada mekanisme 

perdagangan dan perlindungan pasar komoditas. Sebaliknya, apabila aset kripto 

dipandang sebagai aset keuangan digital, maka pendekatan regulasinya akan lebih 

menekankan pada aspek tata kelola keuangan, mitigasi risiko, perlindungan investor, 

serta pengawasan terhadap aktivitas transaksi keuangan digital. Oleh karena itu, 

perubahan rezim pengawasan dari Bappebti ke OJK pada dasarnya bukan hanya 

perubahan administratif kelembagaan, melainkan juga perubahan konseptual mengenai 

cara negara memandang hakikat aset kripto (Maharani, 2025). 

Dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan POJK 

Nomor 23 Tahun 2025, aset keuangan digital didefinisikan sebagai aset yang disimpan 

atau direpresentasikan secara digital dan memiliki nilai ekonomi tertentu. Di dalam 

kategori tersebut termasuk aset kripto yang didefinisikan sebagai representasi digital 

dari nilai yang dapat disimpan, dipindahkan, dan diperdagangkan melalui teknologi 

buku besar terdistribusi (distributed ledger technology) seperti blockchain. Definisi ini 

menunjukkan bahwa regulator Indonesia mengadopsi pendekatan yang relatif luas 

dalam memahami aset kripto. Tidak hanya terbatas pada mata uang kripto seperti 

Bitcoin atau Ethereum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aset digital lain yang 
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memanfaatkan teknologi blockchain sebagai sarana pencatatan dan verifikasi transaksi 

(Lahay et al., 2025). 

Karakteristik aset kripto yang beragam menjadi faktor penting dalam 

pembentukan kebijakan hukum dan perpajakan. Secara teoritis, aset kripto tidak dapat 

dipandang sebagai objek hukum yang homogen karena masing-masing jenis memiliki 

fungsi, karakteristik ekonomi, dan tingkat risiko yang berbeda. Sebagian aset kripto 

berfungsi sebagai alat pertukaran nilai (payment token), sebagian lainnya berfungsi 

sebagai instrumen investasi (investment token), sementara kelompok lain memiliki fungsi 

utilitas tertentu dalam suatu ekosistem digital (utility token). Marin et al., (2023) bahkan, 

perkembangan teknologi blockchain juga melahirkan berbagai instrumen baru seperti 

stablecoin, tokenisasi aset riil, dan berbagai produk keuangan terdesentralisasi yang 

memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, sebagaimana 

dikemukakan oleh Huang (2021), ketepatan klasifikasi aset kripto menjadi syarat penting 

dalam pembentukan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat terlalu umum 

dan mampu menjawab karakteristik masing-masing jenis aset. 

Perubahan rezim pengawasan aset kripto kemudian diikuti dengan reformulasi 

kebijakan perpajakan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 

Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi 

Perdagangan Aset Kripto. Kehadiran PMK ini menunjukkan upaya pemerintah untuk 

menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan industri aset digital yang semakin 

berkembang. Dari perspektif fiskal, aset kripto dipandang sebagai aktivitas ekonomi 

yang menghasilkan nilai tambah dan potensi penerimaan negara sehingga perlu 

diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional (Shestak et al., 2021). 

Dari perspektif teori hierarki norma hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, 

norma hukum yang lebih rendah harus memperoleh legitimasi dari norma yang lebih 

tinggi (Prianto et al., 2024). Peraturan menteri pada dasarnya berfungsi sebagai 

instrumen pelaksanaan yang mengatur aspek teknis operasional dari norma yang telah 

ditetapkan pada tingkat undang-undang. Oleh karena itu, apabila terdapat materi 

muatan baru yang bersifat fundamental dan belum diatur secara jelas dalam undang-

undang, maka penggunaan peraturan menteri sebagai dasar utama pengaturannya 

berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi normatif. Dalam konteks pajak aset kripto, 

ketiadaan pengaturan eksplisit pada tingkat undang-undang dapat menimbulkan 

perdebatan mengenai batas antara kebijakan teknis yang dapat didelegasikan dan materi 

pokok pemajakan yang seharusnya ditentukan oleh undang-undang (Komariyah & 

Hendra, 2025). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa problematika utama 

pengaturan pajak aset kripto di Indonesia bukan terletak pada keberadaan PMK Nomor 

50 Tahun 2025 sebagai instrumen hukum pelaksana, melainkan pada belum optimalnya 

pengaturan aset kripto dalam undang-undang perpajakan sebagai sumber legitimasi 

utama. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi 

antara perkembangan ekonomi digital dengan sistem hukum perpajakan nasional. 
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Dengan demikian, pembahasan mengenai rekonstruksi regulasi pajak aset kripto 

menjadi penting untuk memastikan bahwa pengaturan yang dibentuk tidak hanya 

efektif secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat 

sesuai dengan asas legalitas dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. 

Sintesis dan Cetak Biru Konstruksi Regulasi Ideal Pemajakan Aset Kripto di 

Indonesia 

Mengacu pada permasalahan legitimasi materiil Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, rekonstruksi 

regulasi pajak aset kripto perlu diawali dengan memperkuat dasar hukumnya pada 

tingkat undang-undang. Dalam sistem hukum perpajakan Indonesia yang menganut 

tradisi civil law, undang-undang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian 

hukum (certainty) dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah 

(Wardhani et al., 2022). Selain itu, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain 

yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. 

Oleh karena itu, pengaturan pajak aset kripto perlu ditegaskan secara jelas dalam 

undang-undang perpajakan. 

Pada tingkat undang-undang, perlu diatur hal-hal yang bersifat mendasar, seperti 

definisi aset kripto dalam perspektif perpajakan, subjek pajak, objek pajak, pengaturan 

transaksi lintas negara (cross-border), serta prinsip dan batasan umum mengenai 

pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengaturan 

yang jelas pada tingkat undang-undang akan memberikan kepastian hukum bagi 

investor, pelaku usaha, dan otoritas pajak. Dengan demikian, para pelaku pasar tidak 

lagi dihadapkan pada ketidakpastian akibat perubahan kebijakan teknis yang terlalu 

sering atau perbedaan penafsiran mengenai status perpajakan aset kripto (Anis Retno 

Triana et al., 2024). 

Meskipun demikian, tidak semua pengaturan perlu dimuat secara rinci dalam 

undang-undang. Perkembangan aset kripto yang sangat cepat, baik dari sisi teknologi 

maupun model transaksinya, membutuhkan aturan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tetap 

diperlukan sebagai aturan pelaksana. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011, peraturan menteri dan lembaga diakui keberadaannya sepanjang dibentuk 

berdasarkan kewenangan atau perintah dari peraturan yang lebih tinggi (Hambali et al., 

2025). Dengan demikian, undang-undang berfungsi mengatur prinsip-prinsip dasarnya, 

sedangkan PMK dan POJK mengatur hal-hal yang lebih teknis, seperti tata cara 

pemungutan, pelaporan, pengawasan, dan mekanisme transaksi aset kripto. Pembagian 

pengaturan tersebut memungkinkan terciptanya kepastian hukum sekaligus 

memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan 

perkembangan pasar aset kripto yang terus berubah. 
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Dalam kerangka pengaturan tersebut, PMK berperan mengatur hal-hal yang 

bersifat teknis, seperti tata cara pemungutan dan penyetoran pajak, penyediaan sistem 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara digital, serta penunjukan Penyelenggara 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai pihak yang memungut pajak. 

Sementara itu, POJK berfokus pada pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan 

aset kripto, termasuk pengawasan kepatuhan pelaku usaha, pengembangan standar 

teknologi yang digunakan, serta pengelolaan dan integrasi data transaksi (Wimbuh 

Harahap et al., 2025). Pembagian tugas tersebut memungkinkan pemerintah untuk 

menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan aset kripto yang berlangsung sangat 

cepat tanpa harus selalu melakukan perubahan pada tingkat undang-undang. Dengan 

demikian, regulasi dapat tetap mengikuti perkembangan teknologi dan pasar, sekaligus 

tetap memiliki dasar hukum yang kuat karena berpedoman pada ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam undang-undang. 

Pengaturan pajak aset kripto di Indonesia perlu dibangun melalui hubungan yang 

selaras antara undang-undang, peraturan pemerintah, PMK, dan POJK Click or tap here 

to enter text.. Setiap peraturan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan 

kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih pengaturan. Adapun pembagian peran dan hubungan antar-peraturan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Melalui pembagian peran tersebut, undang-undang perpajakan menjadi 

landasan utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemajakan aset kripto dan 

memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, PMK 

mengatur tata cara pelaksanaan perpajakan, dan POJK mengatur serta mengawasi 

penyelenggaraan perdagangan aset kripto. Pengaturan yang saling melengkapi ini 

memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan 

untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi serta pasar aset kripto 

yang terus berubah (Pocher, 2025). 

  

Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pajak aset kripto dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 secara formal telah memiliki dasar legitimasi 

kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai. Namun demikian, legitimasi materiil pengaturan tersebut masih 

menyisakan persoalan yuridis karena ketiga undang-undang tersebut belum mengatur 

secara eksplisit aset kripto sebagai objek pajak. Kondisi ini menimbulkan 

ketidaksesuaian antara perkembangan objek ekonomi digital dengan konstruksi norma 

pada tingkat undang-undang. Akibatnya, pengenaan pajak terhadap aset kripto 

berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai pemenuhan asas legalitas perpajakan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 yang mensyaratkan bahwa setiap 

pemungutan pajak harus memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam undang-undang. 

Oleh karena itu, keberadaan regulasi teknis pada tingkat peraturan pelaksana belum 

sepenuhnya mampu menutup kekosongan norma yang terdapat pada tingkat undang-

undang. 

Untuk mewujudkan sistem pemajakan aset kripto yang legitimate dan 

memberikan kepastian hukum, diperlukan rekonstruksi regulasi melalui penguatan 

pengaturan pada tingkat undang-undang. Pengaturan tersebut perlu memuat definisi 

aset kripto dalam perspektif perpajakan, penegasan subjek dan objek pajak, serta prinsip-

prinsip dasar pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi 

aset kripto. Dalam kerangka tersebut, undang-undang berfungsi sebagai landasan 

normatif yang mengatur prinsip-prinsip fundamental pemajakan aset kripto, sedangkan 

PMK dan POJK berperan sebagai instrumen pelaksana yang mengatur aspek teknis 

pemungutan, pelaporan, pengawasan, dan mekanisme transaksi. Pembagian fungsi 

tersebut akan menciptakan harmonisasi hierarki peraturan perundang-undangan 

sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas regulasi 

dalam merespons perkembangan teknologi keuangan digital. Dengan demikian, 

harmonisasi regulasi fiskal menjadi prasyarat utama bagi terbentuknya sistem 

perpajakan aset kripto yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi investor maupun 

otoritas pajak. 
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